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Nomor

Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAHDAN MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMEDANG

a bahwa untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun yang bertujuan

memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia serta

untuk meringankanbebanmasyarakat terhadap pembiayaanpendidikan
yang bemutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

KabupatenSumedang Tahun Anggaran2011;

Menimbang

b. bahwa agar pengelolaan danpengendalian BantuanOperasional Sekolah

(BOS)Tingkat SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan prinsip keadilan,

efisiensi, transparan dantercapai akuntabilitas publik
serta berdaya guna

dan berhasilguna perlu dibentuk tim manajemen;

c.
bahwa brdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a

dan hurufb, perlu menetapkanKeputusanBupati tentang Pembentukan

Tim Pengarah dan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat
KabupatenSumedang Tahun Anggeran2011;

Mengingat 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas Undang-
Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentangg Perimbangan

Keuanganantara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010tentang Anggaran Pendapatann Belanja NegaraTahun Anggaran 2011;



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Unusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. PeraturanPemerintah Nomor 47Tahun2008tentangWajib Belajar;

Peraturan Pemezintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010tetang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan:

sebagaimana telah diubah dengan

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;

12.Peraturan Menteri Indonesia NomorKeuangan
247/PMK07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Daerah

Republik

Kabupaten danKota TahunAnggaran 2011;

Nomor
13.Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

18/Kep/Menko-Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib
BelajarPendidikan Dasar

14. Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor 5 Tahun 2008tentang
TataCara Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15.Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor 7 Tahun 2008tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang

16. Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

17.Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor 3 Tahun2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan 1. Surat Kementerian Pendidikan Nasional DirektoratJenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5792/C/KU/2010perihal
Alokasi DanaBOS (Bantuan Operasional Sekolah) Per Sekolah Negeri,
dan Alokasi Dana BOS Sekolah Swasta Per

Kabupaten/Kota;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 900/5106/SJ dan
02/XI/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pedoman
Pengelolaan DanaBOS dalam APBD TA 2011;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Membentuk tim pengarah dan manajemen Bantuan Operasional Sekolah

Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KESATU

Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai

berikut:

KEDUA

melakukan pendataan sekolah dan siswa penerima Bantuan Operasional
Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang TahunAnggaran2011;

menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah penerima Bantuan

Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2011;

b.

melakukansosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima Bantuan

Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2011;

C.

melakukan koordinasi dengan tim manajemen Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Provinsi dan Pusat, lembaga penyalur dana, serta

sekolah dalam rangka penyaluran dana BantuanOperasional Sekolah

Tingkat KabupatenSumedang Tahun Anggaran2011;

merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penerima
Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun

Anggaran2011

e.

mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur

penerima
Bantuan Operasional Sekolah Tingkat KabupatenSumedang

Tahun Anggaran2011;

memberikanpelayanan dan penangananpengaduanmasyarakat;

bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaandana penerima
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Sumedang

TahunAnggaran 2011 di tingkat Kabupaten;

h.

menyampaikan laporan realisasi penyaluran Bantuan Operasional

Sekolah (BOs) tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011

kepada Menteri

Keuangan dan KementerianPendidikan Nasional

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

mengirimkan_ laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011
kepada Bupati dengantembusan kepadaDinas PendidikanProvinsi dan
KementerianPendidikan Nasional;

Biaya yang timbul akibat
diterbitkannya keputusanini dibebankan kepadaAPBN Dana Penunjang Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)
Tahun Anggaran 2011.

KETIGA



KEEMPAT
Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditotapkan di Sumedang
pada tanggal Jas isar1 2011

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO
SALINAN:
1. Yth. Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Pembangunan Dacrah di Jakarta;2. Yth. Menteri P'endidikan Nasiomal di Jakarta cq. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah di Jakarta,
3. Yth.GuemurJawa Harat di Bandung:

Yth. KepalaDinasPcndidikan P'rovinsi Jawa Barat di Bandung:Yth. KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSumedang:6. Yth.W akil
Burati Summodang

7. Yth. KepalaSatuanKerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang terkait.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

420/Xep .2-Disdik/2011
3 Januari 2011
:PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor

Tanggal

Tentang

SEKOLAH TINGKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
A.TIM PENGARAH

1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang

3 Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
4. Asisten

Pengarah

Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang

Kepala
Daerah Kabupaten Sumedang

Badan Perencanaan pembangunan

B.TIM MANAJEMEN

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Kepala Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

L Penanggung Jawab

IL Tim Pelaksana

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang

A. Manajer

B. Bendahara

Pembantu
Pengeluaran RinrinPuspa Marina S.Pd

Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumedang

C.Unit Pendataan SD/SDLB

Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
1. Heri Dahyar

Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumedang

Koordinator

Anggota

2. Mumu Mauludin

Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumedangg

Pendataan

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

D.Unit

Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada
Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang

:1.Dedi Sugandi, S.Pd

Pelaksana pada Dinas Pendidikan
Kabupaten

Sumedangg
2. Masdar, S.Pd

Pelaksana pada Dinas Pendidikan
KabupatenSumedang

Koordinator

Anggota



E. Unit Monitoring danEvaluasi

Kepala Sub Bagian Keuanganpada Sekretariat

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Koordinator

1.
Kepala

Seksi Sarana dan Prasarana pada
Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumedang
2. Koordinator Pengawas SMP
3. Yaya Herdiana

Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumedang

Anggota

4. Boni

Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumedang

F. Unit Pelayanan dan

Penanganan

Masyarakat

Pengaduan

Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumedang

:1.Ketua
Sumedang

Koordinator

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten

2. Ketua Forum UPTD TK, SD dan Pendidikan
Non Formal pada

Kabupaten Sumedang
3. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah

(K3S)SMP

Dinas Pendidikan

4. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah
(K3S)SD

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO


